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PENGGUNAAN BEI.ANJA TIDAK TERDUGA UNTUK METBIAYAI PENGETBALIAN
KELEBIHAI'I PENERINAAN DAI'IA TAMBAHATTI PEIIIGHASILAN BAGI GURU

PEGAUYA! ilEGERI SIPIL DAERAH TAHUIiI2M9 SEBELUtr DITETAPKAN PERDA
TENTANG PERUBAHAN APBDTAHUN AilGGARAN 2OIO - "

Menimbang : a.

BUPATI TIUSI RAUUAS,

bahwa berdasar ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 130 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tetntang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa
Pengembalian atas kelebihan Pendapatran yang tedadi pada tahun-
tahun sebelumnya dibebankan pada Belanja Tidak Terduga;

bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik
lndonesia Nomor 900/86/SJ angka 3 (tiga) dinyatakan bahwa dalam
hal terdapat sisa/kebbihan dan tambahan penghasilan guru yang tklak
dibayarkan kepada masirlg+nasing guru disetor ke Kas Negara
sebagai pengeluaran belanja tidak terduga untuk pengernbalian atas
kelebihan penerimaan dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai
Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2009;

bahwa berdasarkan Surat Kefua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
lGbupaten Musi Fliawas Nornor fiOnSzlDPRD/2OlO tanggal 5 April
2010 perihal Persetuiuan Pengembalian Sisa Dana Tambahan Tahun
Anggaran 2009 telah disetuiui untuk diakomodir pengembalian sisa
dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD pada Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belania Daerah Tahun Angggaran 2010;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,
huruf b dan hruf c diatas, maka pengeluaran dana yang membebani
anggaran Belania Tidak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan
penerimaan daerah Kabupaten Musi Rawas tahun anggaran 2009
perlu ditetrapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas.

Undangr-tJndang Republik lndonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat ll dan Kota Praia di Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Rl Tahun 1959 Nomor.73, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 18211;

Undangdlrdang Republik lndoneia Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyebnggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (Lembaran Negara Rl Tahun 1999 Nornor 75;
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor: 3851);

Undang{Jrdang Republik lndonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Rl Tahun 2003 Nomor 47.
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor : 4286);
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4. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 1 Tahun z0o4. tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
z0o4. Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4355);

5. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 15 Tahun 20o4- tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggungjawab Keuangan
(Lembaran Negara Rl Tahun 20o4. Nomor 65, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4000);

6. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 32 Tahun 2W tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nornor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 44,37)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik
lndonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Rl Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4844);

7. Undang+Undang Republik lndonesia Nomor 33 Tahun 20o4. tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2W Nomor
126, Tambahan Lembaran negara Republik lndonesia Nomor4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lernbaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Rl nomor aSffi);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik lndonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor4578);

l0.Peraturan Menteri Dalam i.legeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Drerah sebagaimana telah diubah
dengan Peratunan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

ll.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penyusunan fuigganan Pendapatran dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2010;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2231PMK.07/2009 tentang Ald<asi
dan Pedoman Umum Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru
Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten ,

Dan Kota Tahun Anggaran 2009;

l3.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi
Rawas Tahun 2008 Nomor 7);

14.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 bntang Anggaran Pendapatan
dan Belania Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 1);

l5.Peraturan Bupati Musi Rauas Nomor 1 Tahun 2010 tentrang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010
Nomor 1).

UEMUTUSKAN

Menetapkan : PENGGUNAAN BET.ANJA TIDAK TERDUGA UNTUK MEMBLAYAI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PENERITT,AAN DANA TAMBAHAN
PENGHASIIAN BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
TAHUN 2OO9 SEBELUM DITETAPKAN PERDA TENTANG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGC,ARAN 2O1Ol

Jalan Yoe Srdarso Nomor 2 Lubuklinggau 31626 Sumatera Selatan
Telp. (0733) 451m8 Faks. (0733) 451233

(



'3

Pasal I

(1) Menetapkan pengembalian atas kelebihan penerimaan Dana Tambahan
Penghasilan bagiguru PNSD tahun 2009 sebesar Rp. 1.328.350.000,- (Satu milyar
Tiga ratus dua puluh delapan juta trga ratus lima puluh ribu rupiah).

(2) Pengembalian atras kelebihan penerimaan Dana Tambahan Perlghasilan bagi Guru
PNSD Tahun 2009 sebagaimana dimaksud ayat (1) akan dibebankan pada
rekening 5.1.8.01.01. Belanja Titlak Terduga pada Anggaran Pendapatan dan
Belania Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2010.

Pags/l2

(1) Belanja tidak terduga pada Angggaran Pendapatian dan Belanja Daerah Kabupaten
Musi Rawas Tahun Angganan 2010 (Kode rekening 5.1.8.01.01 tidak orkup untuk
bhya Pengernbalian atas kelebihan penerimaan Dana Tambahan Penghasihn bagi
Guru PNSD Tahun 20Og sebagairnana dimakstd dalam Pasal 1 ayat (1).

(2) Untuk menutuipi kekurangan anggaran belania tidak terduga sebagaimana dimaksud
ayat (1) akan dibebankan pada Perubahan Angggaran Pendapatan dan Belania
Daerah Kabupaten Musi Rarvas Tahun Anggaran 2010.

Paeal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengurdangan Peraturan Bupati ini
dengan penernpaU<an dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklirggau
Pada tanggal 24 April eq10

BUPAN MU$ RAWAS

Diundangkan di Lubukllnggnu
Pada tanggal 4 April 2010

KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2010 NOMOR 7
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